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Abstract 

Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of 

society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime 

that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as 

well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there 

are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal 

arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, 

based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is 
not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be 

carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act 

cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions". 

Keywords: Women, Perpetrators, Rape. 

 

Abstrak 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang (kejahatan) yang selalu ada dan 

melekat pada setiap bentuk masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adalah 

perbuatan kesusilaan atau perkosaan. “Perkosaan merupakan kejahatan yang mempunyai 

tingkatan tinggi dan mengundang tumbuhnya fear of creme.” Pelakunya bisa siapa saja, 

begitupun korbannya bisa perempuan maupun laki-laki. Tindak pidana perkosaan yang 

dilakukan perempuan sampai saat ini belum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga penting 

untuk diteliti, apa urgensi pengaturan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana 

perkosaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas 

hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya 

tindak pidana perkosaan. Jika tidak segera diatur, maka penegakan hukum terhadap perempuan 

pelaku tindak pidana perkosaan tidak dapat dilakukan, karena jelas disebutkan didalam Pasal 1 

ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada”. 

Kata kunci : Perempuan, Pelaku, Perkosaan. 
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I. PENDAHULUAN 

egara Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtssta-

at), tidak berdasarkan atas kekua-

saan belaka (machtsstaat). Hukum sebagai 

perlengkapan masyarakat untuk menciptakan 

ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hu-

kum bekerja dengan cara memberikan petun-

juk tentang tingkah laku dan berupa norma. 

“Negara Indonesia adalah negara hukum yang 

ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, 

rumusan seperti ini juga terdapat dalam 

Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950”. 

“Secara konsepsinya terdapat lima konsep 

negara hukum yaitu; Rechtsstaat, Rule of law, 

Socialist legality, Nomokrasi Islam, dan Nega-

ra Hukum (lndonesia).” “Sebagai negara hu-

kum, maka untuk menjalankan suatu negara 

harus berdasarkan hukum. Peraturan Perun-

dang-Undangan memegang peranan yang 

sangat strategis sebagai landasan dan strategi 

negara untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang telah ditentukan”. “Prinsip negara hu-

kum telah menimbulkan suatu konsekuensi 

berupa tuntutan adanya jaminan persamaan 

bagi setiap orang di hadapan hukum (equality 

before the law).” 

 

 

II. KAJIAN TEORI 

Berbagai hukum yang berlaku di 

Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. 

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau 

menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat 

yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum 

yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana 

merupakan bagian dari pada keseluruhan hu-

kum yang berlaku disuatu negara. Dalam 

hukum pidana dikenal dengan istilah tindak 

pidana. “Tindak pidana merupakan suatu ben-

tuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan 

melekat pada setiap bentuk masyarakat”. 

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak 

terjadi saat ini adalah kejahatan seksual seperti 

tindak pidana perkosaan. Kejahatan merupa-

kan bagian dari perubahan sosial yang mengi-

kuti perkembangan zaman sehingga bentuk-

bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi dan 

mengalami perkembangan, dulu perkosaan 

identik dengan pelakunya laki-laki dan kor-

bannya selalu perempuan. Sekarang ini angga-

pan semacam itu sudah tidak dapat digunakan 

lagi, karena dalam kehidupan mereka mempu-

nyai keinginan yang sama, kesetaraan dan 

didukung dengan emansipasi wanita. Sehingga 

seperti tindak pidana perkosaan, bukan hal 

yang tidak mungkin lagi kalau pelakunya 

perempuan dan korbannya laki-laki. 

N 
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Salah satu contoh kasus perkosaan yang 

dilakukan oleh perempuan, yaitu seorang re-

maja berjenis kelamin laki-laki di perkosa 

oleh beberapa teman perempuannya dengan 

cara di cekoki minuman keras. Pelaku secara 

bersama sama pergi untuk merayakan malam 

minggu di suatu tempat hiburan, sesampainya 

di tempat hiburan pelaku secara sengaja 

memberikan minuman beralkohol kepada 

korban terus menerus dalam jumlah yang 

cukup banyak sampai korban sangat mabuk. 

Dalam kondisi mabuk berat korban dibawah 

ke sebuah ruangan oleh pelaku kemudia kor-

ban yang dalam keadaan tidak sadar karena 

mabuk di perkosa secara bersama sama oleh 

beberapa perempuan (pelaku). Tiga puluh hari 

dari kejadian tersebut salah seorang pelaku 

datang ke tempat korban untuk meminta perta-

nggungjawaban atas kehamilan yang dialami 

oleh pelaku, jelas korban bingung karena tidak 

merasa pernah bersetubuh dengan pelaku, 

sehingga korban secara tegas menolak untuk 

bertanggung jawab karena merasa bukan dia 

yang melakukannya. Kemudian pelaku men-

ceritakan semuanya kepada korban apa yang 

sebenarnya terjadi tiga puluh hari yang lalu 

saat mereka sama sama merayakan malam 

minggu di sebuah tempat hiburan malam, kor-

ban yang mendengar cerita tersebut merasa 

telah di lecehkan dan diperkosa oleh pelaku. 

Korban tetap menolak untuk bertanggung-

jawab atas kehamilan yang dialami oleh pela-

ku dan berniat untuk melaporkan tindakan 

pelaku kepada pihak yang berwajib (polisi) 

dengan tuduhan tindakan perkosaan. Namun 

pihak berwajib  tidak dapat meneruskan pro-

ses karena tindakan tersebut tidak ada aturan 

hukum nya, berdasarkan asas legalitas yang 

disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana “Suatu perbu-

atan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pida-

na yang telah ada”. 

III. METODE PENELITIAN 

a) Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Hukum 

Normatif. “Penelitian hukum adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prin-

sip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu-isu hukum yang 

dihadapi”. “Penelitian hukum normatif ini me-

rupakan penelitian sistematika hukum yang 

dapat dilakukan terhadap asas–asas tertentu 

yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi 

terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan 

hukum, dan objek hukum.” 
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b) Pendekatan masalah 

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  

karya ilmiah  ini disesuaikan dengan tipe pe-

nelitian yang diambil. Oleh karena itu pende-

katan yang digunakan mencakup pendekatan 

Peraturan Perundang-Undangan (Statute 

Approach), pendekatan konseptual (Consep-

tual Approach). 

“Pendekatan Perundang-Undangan (Sta-

tute Aprroach), metode pendekatan yang 

digunakan untuk  memahami hirarki perun-

dang-undangan dan asas-asas yang ada di 

dalam peraturan perundang-undangan. Pende-

katan undang-undang dilakukan dengan me-

nelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut 

merupakan suatu argument untuk meme-

cahkan isu yang dihadapi.” 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Ap-

proach), digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis kerangka pikir, kerangka kon-

septual atau landasan teoritis legal isuue yang 

akan diteliti. “Pendekatan konseptual dilaku-

kan manakala tidak beranjak dari aturan hu-

kum yang ada. Hal itu dilakukan karena me-

mang belum atau tidak ada aturan hukum 

untuk masalah yang dihadapi”. 

 

c) Sumber bahan hukum 

1. Bahan Hukum Primer, “Merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putu-

san-putusan hakim.” Bahan Hukum Primer 

yang menjadi kajian dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum yang mengikat meli-

puti Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku, di antaranya: 

− Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

− Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Hukum Pidana; 

− Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana; 

− Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia; 

− Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga; 

− Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

− Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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− Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindu-

ngan Saksi Dan Korban; 

− Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

− Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-

tukan Peraturan Perundang-Undangan; 

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai 

bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi 

menjelaskan mengenai bahan hukum pri-

mer yang merupakan hasil olahan pendapat 

atau pikiran para pakar atau ahli yang 

mempelajari suatu bidang tertentu secara 

khusus yang akan memberikan petunjuk 

kemana akan mengarah. “Adapun bahan-

bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi ten-

tang hukum meliputi buku-buku teks, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pe-

ngadilan.” 

d) Teknik pengumpulan dan pengolahan 

bahan hukum 

“Bahan hukum primer berupa perun-

dang-undangan dikumpulkan dengan metode 

inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum 

sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu 

catatan (card system), baik dengan kartu 

ikhtisar (memuat ringkasan tulisann sesuai 

aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan 

yang memuat pendapat asli), kartu kutipan 

(digunakan untuk memuat catatan pokok 

permasalahan), maupun serta kartu ulasan 

(berisi analisis dan catatan khusus).” Dalam 

penelitian ini digunakan pengolahan bahan hu-

kum dengan cara melakukan seleksi bahan 

hukum baik itu primer maupun sekunder, 

kemudian melakukan klasifikasi menurut pe-

nggolongan bahan hukum secara sistematis. 

Dalam hal ini, diuraikan bahan hukum satu 

dengan bahan hukum lainnya sehingga antara 

bahan hukum tersebut akan saling berhubu-

ngan dan berkaitan untuk mendapatkan gam-

baran umum yang disusun secara logis agar 

dapat dipahami. 

e) Analisis bahan hukum 

“Teknik analisis bahan hukum dalam 

penelitian hukum sangat bergantung pada 

jenis penelitian yang digunakan. Dalam pene-

litian hukum normatif, teknik analisis yang 

digunakan adalah bersifat preskriptif analisis 

secara normatif.” 

IV. HASIL PENELITIAN 

1. Pengertian Pengaturan Hukum 

 Pengaturan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, 

kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk menga-

tur. “Definisi pengaturan hukum adalah suatu 
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perintah atau larangan yang mengatur tata 

tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya 

ditaati oleh anggota masyarakat yang bersang-

kutan.” Menurut Hans Kelsen pengertian dari 

pengaturan hukum adalah sebuah ketentuan 

sosial yang mengatur perilaku mutual antar 

manusia, yaitu sebuah ketentuan yang menga-

tur perilaku tertentu. “Pengaturan hukum ada-

lah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah 

laku masyarakat, sebagai jaminan dari kepen-

tingan bersama. Plato mengatakan bahwa 

pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – 

peraturan yang teratur yang tersusun baik, 

dibuat untuk mengikat masyarakat.” Berdasar-

kan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengaturan hukum merupakan suatu 

tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah 

laku masyarakat, agar tercipta suatu ketertiban 

sosial.  

2. Pengertian Pelaku 

Tindak pidana merupakan perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang dengan mela-

kukan suatu kejahatan atau pelanggaran pida-

na yang merugikan kepentingan orang lain 

atau merugikan kepentingan umum. “Tindak 

pidana adalah suatu kelakuan manusia dian-

cam pidana oleh Peraturan Perundang-Unda-

ngan, jadi suatu kelakuan pada umumnya 

dilarang dengan ancaman pidana.” “Perbua-

tan pidana adalah perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang yang menimbulkan peris-

tiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum 

pidana dan diancam dengan hukuman.” 

Pelaku adalah orang yang melakukan 

tindak pidana, orang yang dengan suatu 

kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti 

yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehen-

daki oleh Undang-Undang, baik itu merupa-

kan unsur subjektif maupun unsur obyektif, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari 

dirinya sendiri atau karena gerakkan oleh 

pihak ketiga. Pelaku tindak pidana dalam hal 

ini telah disebutkan siapa yang dianggap 

sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 55 

KUHP, yaitu: Ayat (1) ke.1. Mereka yang 

melakukan, menyuruh dan yang turut serta 

melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang 

memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, 

atau dengan memberi kesempatan, sarana 

menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan. Ayat (2) terhadap penganjur, hanya 

perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan 

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
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3.  Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 

 “Tindak pidana berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana 

sebagai perbuatan yang diancam dengan pida-

na, barangsiapa yang melanggar larangan ter-

sebut.” “Vos merumuskan bahwa srafbaar feit 

adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh peraturan perundang undangan.” 

“Terhadap orang yang melakukan tindak pida-

na sudah tentu dikenakan hukuman yang 

sesuai dengan perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum peraturan-peraturan tentang 

pelanggaran kejahatan dan sebagainya, diatur 

oleh hukum pidana dalam undang-undang 

yang disebut KUHP.” 

“Perkosaan menurut Kamus Besar Baha-

sa Indonesia diartikan dengan paksa, kekera-

san, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan mem-

perkosa berarti menundukkan dengan kekera-

san, menggagahi, melanggar dengan kekera-

san, tindakan ini dianggap melanggar hukum 

yang berlaku.” Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur uta-

ma yang melekat pada tindakan perkosaan 

adalah adanya prilaku kekerasan yang terkait 

dengan hubungan seksual, yang dilakukan 

dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak 

selalu kekerasan yang terkait dengan hubu-

ngan seksual dapat dikategorikan sebagai per-

kosaan. “Perkosaan adalah suatu usaha me-

lampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki 

terhadap seorang perempuan. Dalam penger-

tian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di 

satu pihak dapat dilihat sebagai suatu 

perbuatan seseorang yang secara paksa hendak 

melampiaskan nafsu seksualnya.” “Perkosaan 

adalah seseorang pria yang memaksa pada 

seorang wanita bukan istrinya untuk melaku-

kan persetubuhan dengannya dengan ancaman 

kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan 

pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan 

seorang wanita yang kemudian mengeluarkan 

air mani.” Pengertian pemerkosaan secara 

yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU 

HP), yang menetukan bahwa: “barangsiapa 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar pernikahan, diancam karena mela-

kukan perkosaan, dengan pidana penjara pa-

ling lama dua belas tahun”. 

4.  Urgensi pengaturan hukum terhadap 

perempuan pelaku tindak pidana 

perkosaan 

 Setiap orang mempunyai hak yang 

sama dihadapan hukum, berhak mendapatkan 

perlindungan hukum yang sama dan menda-
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patkan sanksi atas apa yang setiap perbuatan 

yang telah dilakukannya. “Maka asas penga-

kuan dan perlindungan HAM merupakan asas 

pokok, prinsip utama yang mencantumkan 

bahwa suatu negara merupakan suatu negara 

hukum atau bermaksud menegakkan rule of 

law. Bahkan asas-asas lainnya seperti asas 

legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, 

asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, 

asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan 

asas konstitusional.” Indonesia memang telah 

memiliki Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) namun didalamnya masih terdapat 

kekurangan atau kelemahan dalam pengaturan 

tindak pidana perkosaan.  Sehingga pengatu-

ran hukum terhadap pelaku tindak pidana 

perkosaan perlu diatur agar tindakan tersebut 

ada konsekuensinya serta korban mendapat-

kan perlindungan hukum. Selama ini masih 

banyak yang beranggapan bahwa hanya 

perempuan yang rawan menjadi korban keja-

hatan karena kedudukannya yang lemah. Ke-

jahatan yang kerap dialami oleh kaum perem-

puan adalah kejahatan asusila. Salah satu keja-

hatan asusila yang sering menjadikan kaum 

perempuan sebagai korbannya adalah kejaha-

tan perkosaan. 

Padahal tidak demikian, sekarang ini tak 

hanya kaum perempuan saja yang menjadi 

korban kejahatan perkosaan melainkan laki 

laki pun tak terlepas dari kejahatan tersebut, 

laki lkai juga bisa menjadi korban atas kejaha-

tan tersebut. Korban perkosaan mengalami 

penderitaan ganda yang meliputi penderitaan 

fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban 

perkosaan di dalam peradilan turut menambah 

penderitaannya. Korban perkosaan harus men-

jadi saksi sekaligus korban dalam peradilan 

dan menceritakan kembali kejadian perkosaan 

yang dialaminya. Oleh karenanya, korban 

perkosaan memerlukan perlindungan hukum 

dalam usahanya memperoleh keadilan dan 

pemulihan dari segala penderitaanya. 

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai 

kejahatan yang hanya menjadi urusan privat 

(individu korban), namun harus dijadikan 

sebagai problem publik karena kejahatan ini 

jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang 

tidak bermoral dan keji yang selain melanggar 

HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, 

maupun psikologis bagi korban, baik pere-

mpuan maupun laki-laki. Perkosaan dan 

penanganannya selama ini menjadi salah satu 

indikasi dan bukti lemahnya perlindungan 

(pengayoman) hak asasi manusia, khususnya 

perempuan dari tindakan kekerasan seksual 

yang tergolong pada kekerasan terberat. Per-

kosaan merupakan suatu kejahatan seksual 
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yang dampaknya amat berat dirasakan oleh 

korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan 

tidak hanya menderita jasmaninya (karena 

adanya kekerasan yang medahului atau 

menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan 

terlecehkan haknya sebagai perempuan (kare-

na adanya pemaksaan hubungan kelamin). 

Perkosaan juga akan meninggalkan trauma 

psikis berkepanjangan pada korbannya, belum 

lagi stigma masyarakat yang terus memba-

yangi kehidupannya. 

Perkosaan terjadi karena berbagai jenis 

sebab, umumnya dapat dibedakan dalam dua 

jenis yang berbeda, yakni faktor internal (yang 

berasal dari korban sendiri) ataupun faktor 

eksternal (yang berasal dari luar diri korban 

perkosaan). Sudah tak bisa lagi menganggap 

seorang perempuan selalu menjadi korban 

perkosaan karena kondisi fisik maupun psikis-

nya yang lebih lemah dari pria (pelaku 

perkosaan). Karena saat ini perempuan sudah 

setara dengan laki laki hampir semua pekerja-

an yang dulu hanya dilakukan oleh kaum laki 

laki sekarang banyak yang dilakukan oleh 

kaum perempuan. Bahkan sekarang banyak 

perempuan yang secara fisik melebihi fisik 

laki laki. Sehingga tidak bisa lagi sekarang 

beranggapan perempuan lebih lemah daripada 

laki laki, semua itu sudah tidak benar lagi. 

Karena pada kenyataannya perempuan setara 

dengan laki laki. Bahkan sangat jelas di 

hadapan hukum, semua dianggap sama, tidak 

ada perbedaan antara laki laki dan perempuan. 

Jelas bahwa sudah  bukan hal yang tabu lagi 

seorang laki laki bisa menjadi korban 

kejahatan, tak hanya perempuan. 

Perumusan tindakan pidana dan pembe-

rian sanksi pidana dalam Peraturan Perun-

dang-Undangan hukum pidana atau didalam 

KUHP belum membentuk suatu sistem peru-

musan tindakan perkosaan yang dilakukan 

oleh perempuan sehingga dalam penanganan 

dan pemberian sanksi pidana tersebut menyu-

litkan dalam praktek penegakan hukum pidana 

yakni dalam penanganan kasus ditingkat 

kepolisian, sebab polisi tau bahwa perbuatan 

atau tindakan tersebut tidak diatur didalam 

Peraturan Perundang-Undangan pidana. Tin-

dak pidana perkosaan yang dilakukan oleh 

perempuan, perlu diatur sebab kehidupan 

masyarakat jaman sekarang semakin lama 

semakin berkembang, begitu pula kejahatan. 

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah ma-

syarakat saat ini semakin tak masuk akal. 

Kejahatan di zaman semakin maju dan mo-

dern seperti sekarang ini ternyata juga sema-

kin meningkat, baik kuantitas dan kualitasnya. 

“Melihat kondisi riil KUHP Indonesia (mau-
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pun KUHAP) dibandingkan dengan perkem-

bangan masyarakat dan perkembangan 

IPTEK, maka di Indonesia menjadi keharusan 

untuk dilakukan upaya-upaya pembaharuan 

hukum secara terus menerus.” “Dalam kon-

teks upaya pembaharuan hukum pidana harus 

tetap harus mengacu pada 3 (tiga) ide dasar 

yang penting, yaitu: 1. Pembaharuan hukum 

pidana harus menjadikan Pancasila sebagai 

kerangka berpikir dan sumber-sumber nilai-

nya; 2. Hukum Pidana diperbaharui agar 

aktual dengan kebutuhan masyarakat yang 

dilayaninya; 3. Materi hukum pidana harus 

senantiasa menyesuaikan dengan perkemba-

ngan zaman dan perubahan masyarakat.” 

“Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di 

Indonesia harus tetap memperhatikan kebera-

daan hukum islam dan hukum adat, walaupun 

juga harus tetap memperhatikan pula 

perkembangan hukum pidana sendiri secara 

universal pada masa kini.” 

Semua kejahatan adalah buruk, tetapi 

kejahatan yang dilakukan oleh sesorang atau 

beberapa orang yang berjenis kelamin perem-

puan, lebih sulit dimengerti. Fakta bahwa 

kejahatan semacam itu sering kali dianggap 

hal yang tidak mungkin terjadi, kejahatan 

yang belum diketahui oleh banyak orang ber-

potensi tinggi angka nya jika pemerintah tidak 

memberikan perhatian khusus. Sebuah laporan 

yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia menyatakan bahwa tidak ada benua, 

tidak ada negara, dan hanya ada segelintir 

masyarakat yang tidak tersentuh kekerasan. 

Pelakunya pun bermacam-macam, baik anak-

anak maupun dewasa, baik pria maupun 

perempuan. Korbannya pun bisa siapa saja, 

bisa anak-anak, orang dewasa, laki-laki mau-

pun perempuan. Hukum tidak membeda beda-

kan usia maupun jenis kelamin, “Konstitusi 

Republik Indonesia, UUD 1945, dengan demi-

kian memberikan jaminan kepada tiap seseo-

rang untuk dapatkan suatu perlakuan sama 

dihadapan hukum” berdasarkan asas equality 

before the law. Dalam tesis ini difokuskan 

terhadap tindak pidana perkosaan yang 

pelakunya merupakan seorang atau beberapa 

orang berjenis kelamin perempuan. Artinya di 

era sekarang bukan hal aneh lagi seorang yang 

berjenis kelamin perempuan melakukan tindak 

pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. 

Sehingga karena hal tersebut memang perlu 

adanya aturan hukum yang mengatur tentang 

kejahatan, tindak pidana perkosaan yang dila-

kukan oleh perempuan. Jika tidak diatur, maka 

hukum akan dinilai pasif dan tidak akan bisa 

diterapkannya sanksi atau penegakan hukum 

kepada perempuan pelaku tindak pidana 
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perkosaan, karena jelas disebutkan di dalam 

Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hu-

kum Pidana “Suatu perbuatan tidak dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan keten-

tuan perundang-undangan pidana yang telah 

ada”. 

Meskipun kasus perkosaan lebih banyak 

terhadap perempuan atau wanita, “pada haki-

katnya sangatlah mudah menjadi korban keba-

jikan para pelaku kejahatan secara khususnya 

dibilang kesusilaan, masalah tersebut semakin 

mencuat yang ditandai dengan munculnya 

masalah-masalah seperti pemerkosaan, penca-

bulan, dan ekspolitasi seksual,” tapi bukan hal 

yang tak mungkin kasus pemerkosaan terha-

dap laki laki. Telah ada beberapa diekspos ke 

media, secara luas pemerkosaan masih diang-

gap sebagai kejahatan terhadap wanita, pemer-

kosaan terhadap laki laki sangat jarang dibica-

rakan. Secara internasional, pemerkosaan dan 

kejahatan seksual terhadap laki laki adalah hal 

yang tabu. Pemerkosaan terhadap pria memili-

ki konotasi negatif terhadap tingkah laku 

heteroseksual dan homoseksual. Korban 

pemerkosaan terhadap pria korban kejahatan 

seksual seringkali dipengaruhi orientasi sek-

sual korban dan jenis kelamin pelaku kejaha-

tan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa 

pria korban pelecehan seksual (baik dewasa 

maupun anak-anak) sangat tidak berkeinginan 

untuk melaporkan kejahatan yang mereka 

alami dibandingkan wanita yang menjadi kor-

ban. Bukan tidak jarang, terutama pada korban 

yang tidak mengalami luka-luka fisik yang 

serius, bagi pria korban kejahatan seksual 

untuk menyangkal kejadian yang mereka ala-

mi. Atau saat menjalani perawatan medis atau 

kesehatan mental, korban mungkin tidak 

mengakui bahwa mereka telah mengalami pe-

merkosaan, dan mengaburkan cerita saat 

mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana 

mereka bisa mengalami luka-luka tersebut 

serta pada saat mereka mendaftarkan diri 

untuk menjalani perawatan. 

Laki laki yang menjadi korban tindak 

pidana perkosaan banyak yang lebih memilih 

untuk diam atau bungkam, karena dia merasa 

malu menceritakannya di depan aparat pene-

gak hukum atau di depan umum. Sebab pada 

dasarnya laki laki lebih kuat secara fisik bila 

dibandingkan dengan perempuan, sehingga 

mustahil rasanya bila seorang laki laki diper-

kosa oleh seorang perempuan. Jika perempuan 

yang menjadi korban, sudah jelas perempuan 

tersebut tidak ada kekuatan untuk melawan 

atau menghindari tindakan tersebut. Tapi 

kalau laki laki yang menjadi korban, seharus-

nya dia mampu untuk menolak atau melawan 
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agar tindakan tersebut tidak terjadi. Dalam 

sejarah, pemerkosaan pria oleh pria dijadikan 

rahasia karena adanya stigma terhadap pria 

yang diperkosa oleh pria lainnya. Menurut 

psikolog, lebih sedikit dari 1 berbanding 10 

dari pria yang diperkosa oleh pria lain yang 

melaporkan pemerkosaan yang mereka alami. 

Sebagai kelompok, pria korban pemerkosaan 

melaporkan kurangnya layanan dan dukungan 

terhadap mereka, dan sistem hukum yang 

tersedia seringkali tidak mencangkup jenis 

kejahatan yang mereka alami. Paling banyak 

kejahatan tersebut terjadi di lembaga pema-

syarakatan (penjara), beberapa penelitian me-

ngusulkan bahwa pemerkosaan terhadap tawa-

nan pria oleh pria, sebagaimana tawanan wa-

nita terhadap wanita, merupakan jenis umum 

pemerkosaan yang tidak akan dilaporkan mes-

kipun terjadi lebih sering dibandingkan pe-

merkosaan yang terjadi di masyarakat umum. 

Dalam kasus tawanan pria mengalami pelece-

han seksual seperti dipaksa untuk duduk di 

atas sebuah botol kaca yang lehernya pecah, 

kelaminnya digantungi seember air yang 

berat, atau dipaksa untuk menonton pemerko-

saan yang dialami tawanan lainnya oleh sipir 

penjara. 

Laki-laki korban kekerasan seksual oleh 

perempuan biasanya menghadapi standar gan-

da secara sosial, politik, dan hokum. Beberapa 

kasus di Amerika Serikat memperoleh perha-

tian yang meningkat dan mencetuskan kesada-

ran dalam masyarakat. Terkadang disebut se-

bagai kasus pemaksaan untuk menggauli, pria 

korban pemerkosaan dibuat terlibat dalam 

suatu hubungan seksual yang tidak ia harap-

kan dengan seorang wanita. Seringkali korban 

pria tersebut berada dibawah pengaruh obat-

obatan atau alkohol atau diancam jiwanya. 

Kasus kasus semacam itu biasanya digambar-

kan sebagai hal yang tidak biasa, tidak mung-

kin atau tidak lumrah. Pada kasus seorang 

wanita menjadi korban kejahatan seksual, si 

pria kriminal akan menghadapi hukuman 

hingga seumur hidup di penjara, sementara 

hukuman untuk wanita pemerkosa sampai saat 

ini masih belum ada aturannya, belum ada 

peraturan perundang undangan yang mengatur 

tentang tindak pidana perkosaan yang dilaku-

kan oleh perempuan terhadap laki laki sebagai 

korbannya. Sehingga jelas perlu adanya aturan 

tentang hal tersebut atau paling tidak KUHP 

harus di revisi, sehingga tak hanya perempuan 

yang bisa menjadi korban perkosaan, melain-

kan laki laki pun bisa juga menjadi korban 

perkosaan. 

Perlindungan terhadap perempuan telah 

dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang 
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telah menjangkau perlindungan perempuan 

sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak 

sebatas hak perempuan di luar rumah atau 

sektor public sedangkan terhadap laki-laki 

tidak ada satupun konvensi yang memberika 

perhatiannya, padahal di era sekarang ini, 

perempuan disetarakan dengan laki-laki, 

bahkan lebih.  

V. KESIMPULAN 

Tindak pidana perkosaan yang dilaku-

kan oleh perempuan, perlu diatur sebab sam-

pai sekarang belum ada aturan yang jelas 

terkait hal tersebut. Kehidupan masyarakat 

jaman sekarang semakin lama semakin ber-

kembang, begitu pula kejahatan yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat. Sekarang bukan 

hal aneh lagi perempuan melakukan tindak 

pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. 

Jika tidak segera diatur, maka hukum akan 

dinilai pasif dan tidak akan bisa diterapkannya 

sanksi atau penegakan hukum terhadap perem-

puan pelaku tindak pidana perkosaan, karena 

jelas disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Suatu 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada”. 
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